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Hal ini dilakukan lantaran,
masih banyak potensi pajak yang
diluar dengan objek pajak yang
enggan membayar retribusi pajak.
Olehnya melalui kerjasama inj
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang mengandalkan pajak dapat
diselamatkan, melalui penagihan
dan bantuan hukum dan lainya.

“Tugas penagihan ini dilakukan
setelah pihak DPPKAD meminta
bantuan kejaksaan. Hal ini memang
ada aturannya. Istilahnya tugas
non litigasi,"-tegas Kajari Asnawi,
usai melakukan penandatanganan
Memorandum Of Understanding

PENARIKAN RETRIBUSI PAJAK

DPPKAD Gandeng Kejari

PALU, MERCUSUAR- Dinas
Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (DPPKAD) Kota Palu menggandeng
Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu, dalam hal
penarikan retribusi pajak daerah.

(MoU) dengan DPPKAD, Kamis
(18/9/2014) di Swiss Bell Hotel.

la katakan fungsi Kejari
akan melakukan tugas non
litigasi, dengan datang menagih
retribusi pajak. Sifatnya kejari
hanya membantu dengan cara
menjelaskan kepada objek pajak
agar membayar retribusi pajak
untuk daerah.

Menurut Asnawi, jika retribusi
pajak tidak dibayar. Para objek
pajak akan dikenakan sanksi, sesuai
dengan Perda nya. “Mangkir dari
membayar pajak retribusi termasuk
tindak pidana,” jelasnya.

PENANDATANGANAN MoU antara Kejari Palu bersama pihak DPPKAD

Kota Palu dalam hal penarikan retribusi pajak daerah, di Hotel Swiss Bel

Hotel, Kamis (18/9/2014). FOTO:ANDI BESSE/MS

Perjanjian kerjasama yang
disepakati ini merupakan wujud
nyata kepedulian Pemkot dalam
upaya penegakan-supremasi
hukum. Utamanya, di bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara
yang memerlukan bantuan hukum

dan pertimbangan hukum sebagai
subjek hukum perdata dan tata
usaha negara.

Ini sesuai amanatketentuan Pasal
30 ayat (2) Undang-undang Nomor
16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia. Menyebutkan

W

bahwa di bidang Perdata dan Tata
Usaha Negara, Kejaksaan dengan
kuasa khusus dapat bertindak baik,
di dalam maupun di luar pengadilan
untuk dan atas nama Negara' dan
Pemerintah.

Asnawi katakan sebelumnya
pada tahun 2013: Kejari telah
melakukan MoU dengan Pemkot
Palu, Dinas Prindagkop, DPRD Palu,
dan RSU Anutapura.

Sementara, Plt Kadis DPPKAD,
Irmawati Alkaf berharap, adanya
MoU dengan pihak kejaksaan dalam
hal melakukan penagihan retribusi
pajak beberapa item tunggakan
pajak yang terdiri PBB, pajak hotel,
pajak sarang wallet, pajak restoran,
pajak hiburan, pajak reklame, pejak
penerangan jalan, pajak mineral
bukan logam dan bangunan, pajak
air tanah, dan pajak parkir ini dapat
memberikan kontribusi untuk kas
Pemda. aBs





